Menimbang

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN

ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM
DAN

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 255 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang memeriksa
dan memutus pelanggaran administrasi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum telah
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang
Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 571 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

jdih.kpu.go.id



Mengingat

Menetapkan

-2 -

d. bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji,
dan memutus pelanggaran administratif Pemilihan
Umum;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d
perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Umum;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 984);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM DAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN
UMUM.
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Pasal 1

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013
tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1605) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 435) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.
HASYIM ASY’ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1252

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

~ Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah
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